PUTUSAN
Nomor 0645/Pdt.G/2016/PA. Tbh

pn A G M A ey
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengaditan Agama Tembilahan yang memaerikss dan mengadili perkars
tertentu  pada tingkat pertama  dalam persidangan  Hakim  Majelis  telah
maenjatuhkan putusan sebagal berikut dalam perkara Cera Gugat antara:

umure 33 tahun, agama Islam,
pendidikan S1, pekenaan PNS Dinas Kesehatan,
tempat tinggal of Jalan Kembang No. 53 Kelurahan
Tembilaban Millr Kecamatan Tembilahan Kabupaten
Indragin Hilir, sebagal * Penggugat”,
melawan
umie 40 tahun, sgamas Islam,
pendidikan S2, pekerasn PNS df Kantor KKP, tempat
tinggal Perum Taman Harapan Indah Blok G RT 02
RW. 02 Dosa Air Raja Kecamatan Tanjung Pinang Kota
Tanjung Pinang. Prov. Kepti, sebags “ Tergugat”.

Pengadilan Agama tersebut |

Telah membaca dan mempelajar berkas poerkara,

Tolah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukth surat

dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01
Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tembilahan Nomor 0645/Pdt G/2016/PA Thh, tanggsl 01 Nopember 2016
mangemukakan hal-hal sebaga benkut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-stri sah, menikeh pada
tanggal 27 Oktober 2014 M atau 03 Muharam 1436 H di hadapan Pegawal
Poncatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan,
Kabupaten Indeagini Hilir, sebagaimans Kutipan Akta Nikah Nomor
B20/108/X/2014, 1ertanggal 27 Oktober 2014;

Hataman 1 dirs 12 hal. Potusan Nomor 0845/Pa G/2016/PA Toh,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagaimana layaknys suami st (ba'de dukhul) dan tinggal berpisah
dimana Penggugat tinggal di Tembilahan sedangkan tergugat tinggal di
Tanjung Pinang walaupun demikian Tergugat ada mengunjungi Penggugat
paling minimal 3 (tiga) bulan sekal,

3 Babwa selama menjalani masa pemikahan tersebut, Penggugat dan
Tergugat tidak permah dikarunial seorang pun,

4. Bahwa sekitar bulan Januar 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulal terganggu, tidak rukun dan harmonis lagi, sering
terjadi partangkaran dan persalisihan dikarenakan;

karena jarang bertemu sehingga berkurang komunikasi antars
Penggugat dan Tergugatl yang mengakibatkan hubungan antara
Penggugat dan Tergugat menjad) dingintidak ada lagl kemesraan
tetopl yang timbul adalah pertengkaran,

Suami tidak jujur masalah urusannya kepads Penggugat,

Suami tidek menghargal Penggugat dan ibu Penggugat.

Tergugat tidak memberikan nafkah biaya hidup, kecual Cuma satu
kall selama menikah

Tidak ada usaha untuk mendapatkan keturunan,
Tidak ada keinginan untuk mengurus kepindahan istert ke Tanjung
Pinang atau keinginan Tergugat pindah ke Tembilahan,
Tergugat tidak memiliki tikad untuk mempentahankan rumah tangge.
5 Bahwa puncaknya pada bulan Februan 2016 tenadi perkelahian antara
Panggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tdak jujur kepads
Panggugat yang waktu itu berada di Pekanbaru dan setelah parkelahian
tersebut, Tergugst pergl meninggalkan Penggugat di Tembilahan dan tidak
pornah datang lagl mengunjungl Penggugat dan juga tidek ada komunikas)
sama sekall antara Penggugat dan Tergugat sampal dengan sekarang inl;
6  Bahwa Penggugat sudah beritkad balk agar Tergugat datang ke
Tembilahan dan menyelesaikan permasalahan ini secars balk-balk akan
totapl Tergugat tidak pernah datang,
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7. Bahwa Penggugat juga sudah mendapatkan izin untuk berceral darl Badan
Kepegawnian Daerah (BKD) yang tertulis dalam Surst Keputusan
Sekretars Daerah Kabupaten Indeagid Hilir No. kpts. 112/SEKDA/X/MK .-
2016 tentang Pembarian lzin Perceraian,

8 Bahws karena kejadian di atas maks mengakibatkan rumah tangga
Panggugat dan Tergugat tdak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak
ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah
mawaddah warahmah;

9 Bahwa Pengguoat sanggup membayar seluruh Diaya yang tmbul akibat
parkarn ini,

Bordasarkan alasan/dall-dall tersebut di atas, Penggugat mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah
ditetapkan, agar segera memerksa dan mengadili perkara ini, selanjutnys
manjatubkan pulusan yang smariys sebags beckut
1. Menerima dan mengabulkan gugatan ceral Penggugat untuk seluruhnya
2. Mangatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat

kepada Penggugat
dengan segala akibat hukumnya,

3 Memerintahkan  Panitera  Pengadilen  Agama  Tembilahan  untuk
mencatatkan putusan percermian tersebut dalam daftar umum yang
disediakan untuk ity dan menerbitkan Akta Cerainya.

4 Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau Jiks Majelis Hakim berpendapat lain, mohan kiranya memberikan
putusan yang seadil-adiinya (ex asquo et bono),

Bahwa pada hart persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir
sondint di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadic dan tidak pula
manyuruh orang lain sebagal wakil atau kuasanys, meskipun menunst relaas
panggilan Nomor 0645/Pdt G/2016/PA Toh tanggal 09 Desember 2016 dan
tanggal 18 Januan 2017 Tergugat telah dipanggll secara resmi dan patut,
sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah,

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasihati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Tergugat
sebagal suami isten, namun tidak berhasil,
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Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi
sebagaimana  dismanatkan oleh Peraturan  Mahkamah Agung  Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R Bg tidak dapat dilaksanakan,
begitu jugs keterangan Tergugat tidak dapat didengar df persidangan;

Bahwa Penggugat sebagal Pegawal Neger Sipll yang terkat dengan
Pearaturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah  Nomor
45 Tahun 1990, dipersidangan telah menyerahkan surat izin dar atasannya,

Bahwa pomeriksaan perkara Inl dilanjutkan dengan membacakan surat
gugstan Panggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa  untuk  memperkuat  dall  gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa Fotokopl Buku Kutipan Akta Nikah Nomor |
620/108/X/2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Milir, tanggal 27 Oktober 2014 |
Inly Majelis memarikss bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinyns
ternyata cocok, tolah bermeteral cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diber

tanda P

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukt seksi-
saksi sebagal berkut
1 umur 30 tahun, agama Islam,

pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di JI. Kembang No 53,
Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragir
Hilit, di bawah sumpahnys membedkan keterangan sebagai berkut ©
Bahwa saksl mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik
kandung Penggugat,
Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2014 di KUA
Kecamatan Tembdahan Kabupaten Indragin Hilir,
Babwa Penggugat dengan Targugat selama perkawinan hidup berpisah
Penggugat tinggal di Tembilahan sedangkan Targugat tinggal o
Tanjung Pinang;
Bahwa rumah tangge Penggugal dengan Tergugat semuls rukun dan
harmaonis namun belum dikarsnial anak;

- Babwa keadaan rumah tangge Penggugst dengan Tergugat sejak
tahun 2015 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sedng
terjndi perselisihan dan pertengkaran,
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Bahwa perselisthan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
disebabkan Tergugat jarang mengunjungl Penggugat di Tembilahan
dan lebih senng Penggugat yang mengunjungl Terguget di Tanjung
Pinang dan Tergugat tidak ada keinginan mengurus mutasi Penggugat
ke tanjung Pinang padahal Penggugat sangat menginginkan hidup
bersama dalam satu rumah;

Bahwa  setahu  saksi  selama  pernikahan  Tergugat tdak  ada
membenkan nafkah kepada Penggugat,

Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah
berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan,

» Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayskan untuk
rukun kembali, akan tetaps tidak berhasil;

2 . umur 33 tehun, agama Islam,
pandidikan 5.1, pekeraan PNS, bertempat tinggal di Jalan Semampau
No. 13, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupasten
Indragin Hilir, di bawah sumpahnya memberkan keterangan sebags
berikut
« Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagal teman

Tergugat,

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2014 di KUA
Kecamatan Tembilnhan Kabupaten Indragin Milir.

« Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan hidup berpisah
Panggugat tinggal di Tembilahan sedangkan Tergugat tinggal di Tanjung
Pinang,

« Babwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan
harmaonis namun belum dikarunial snak;

+ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun
2015 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagl karens sering tedadi
persalisihan dan pattengkaran;

« Bahwa perselisihan dan pertengkiaran Penggugat dengan Tergugat
disebabkan Tergugat jarang mangunjungl Penggugat di tembilaban dan
lebih sering Penggugat yang mengunjungl Tergugat di Tanjung Pinang
dan Tergugat tidak ada keinginan mengurus mutasi Penggugat ke
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tanjung Pinang padahal Penggugatl sangat  menginginkan  hidup

barsama dalam satu rumah;

« Bahwa setahu saksi selama pemikahan Tergugat tidak ada memberikan
nafksh kepada Penggugat;

« Bahwa hingga sekarang inl antara Penggugat dengan Tergugat sudah
berpisah tempat tinggal selama kurang lebih § bulasn,

« Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk
rukun kemball, akan tetapl tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan
sesuaty apapun dalam perkars in dan telah menyampaikan kesimpulannys
yang pada pokoknya tetap sebagaimans surat gugmannya seda memohon
porkans inl segera diputuskan,

Bahwa untuk  mempersingkat uralan  putusan  inl, Majels  cukup
menunjuk hal ihwal sebagaimans telah dicatat dalam Berita Acara

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimans yang telah diuralkan tersebut di stas;

Menimbang. babwa sesual pasal 145 R.Bg. jo pasal 20 Peraturan
Pemarintah Nomor § Tahun 1675, Penggugat dan Tergugat telah dipangoil
secars resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan
mang Penggugat secars in person telah hadir dipersidangan, sedangkan
Tergugat tidak hadir dan tidak puls menyuruh orang lain sebagal wakil ateu
Kussanys tanps alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tdek
melawan hukum. Oleh Karenanys Tergugat harus dinyatakan tidak hadic dan
gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sesual ketentuan Pasal 149
ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pertama-tama  harus  dipettimbangkan  adalah
tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Buky Kutipan Aktas
Nikah), ternysta adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat dengan
Tergugat adalah suami-istrl yang sah, menikah pada tanggal 27 Oktober 2014,
dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut
menjadi pihak-pihak dalam parkara ini,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadic  dalam
parsidangan, maka Majelis Hakim tidek dapat melakukan upaya perdamaian
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sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayst (1) dan {4) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1088 yang telah diubah untuk keduas kalinya dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2000, pasal 154 RBg dan pasal 131 Kompilasi
Hukum lslam serta Peraturan Mahkamah Agung R Nomor 1 Tahun 2016,
namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihat)
Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganys
dengan Tergugat tetap) tidak berhasil,

Menimbang, bahwa Panggugat selaku Pegawal Negerl Sipil telah
menyampakan surat izin untuk  melskukan percenan darn pejabat yang
berwenang (Surat Keputusan Sekretars Daerah Kabupaten Indragini Milir
Nomor Kpts 1M2U/SEKDA/X/MK-2016, tanggal 28 Oktober 2016), oleh
karenanya gugatan tersebut telah memenuhi syaral administrasi sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemernntah Nomor 11 Tahun 1983 jo. Peraturan
Pemarintah Nomor 45 Tahun 1990 dan pemeriksaan perkara dilanjutikan
dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan
oleh Penggugat,

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini
adalah karena antara Penggugat dengan Tergugatl sering tenadi perselisinan
dan pertengkaran yang disebabkan

karena jarang bertemu sehingga berkurang komunikasi antara Penggugat
dan Tergugat yang mengakibatkan hubungan antars Penggugat dan
Tergugat menjadi dinginvtidak ada lagl kemesraan tetapi yang timbul
adalah pertengkaran,

Suami tidak jujur masalah urusannya kepada Penggugat
Suami tidak manghargal Penggugast dan ibu Penggugat,

Torguget tidak memberkan nafkah biaya hidup, kecuall Cuma satu kah
selama menikah,

Tidak adn usaha untuk mendapatkan keturunan.

« Tidek ada keinginan untuk mengurus kepindahan isteri ke Tanjung Pinang
atau keinginan Tergugat pindah ke Tembilahan,

Tergugat tidak memiliki itikad untuk mempertahankan rumah tangga.
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti surst ( P ) dan 2 (dua) orang saksi, tlerhadap bukti-bukt
mana Majelis Hakim akan mempetimbangkan berkut ini;

Menimbang, bahwa buktl P (Buku Kutipan Akta Nikah). adalah sebagasi
condition sine quanon, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini,
sehingga tidak pertu diulang lagi,

Menimbang, bahwa bukh 2 (duas) orang saksl, temyats keduanya adalah
kelusrga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugst sehingga patut
diyakini bahwa kedua saksi tersebut mengetahul keadaan rumah tangga
Panggugat dengan Tergugat karenanys kesaksian saksl-saksi tersebut dapat
dipertimbangkan dan telah sesual dengan ketantuan pasal 70 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1889 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya telah menerangkan
bahwa keadaan rumah tanggs Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 20186
telah sering tedadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat
farang mengunjungi Penggugat di tembilahan dan lebih senng Penggugat yang
mengunjungl Tergugat di Tanjung Pinang dan Tergugat tidak ada keinginan
mengurus mutasi Pengguget ke tanjung Pinang padahal Penggugat sangat
menginginkan hidup bersama dalam satu rumah dan antara Penggugat dengan
Targugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah diberkan
dibawah sumpahnys diparsidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber
dari penghhatan dan atau pendengaran sendir, keterangan satu dengan
lainnya telah saling mendukung serta telah sesusl dengan dali-dall dan alasan
pokok gugatan Penggugat maka hal itu telah sesusl dengan ketentuan Pasal
171 RBg. jo. Pasal 308 - 309 R Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut
dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materill bukti saksi,
sehingga keterangan saksi-saksi # quo telah dapat ditenma sebagal bukti yang
cukup mendukung kebenaran dalib-dalll dan alasan gugatan Penggugat dalam
porkars ini,

Menimbang, bahwa darl gugatan Penggugat, yang didukung bukti P dan
2 (dum) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah
dapat menemukan fakia fakts sebagal berikut

Halaman B dart 12 st Putusen Nomor 0848/Pdt GR0TG/PA Toh,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah
pada tanggel 27 Oktober 2014 tetapi belum dikarunial anak |

~  Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terad) perselisihan dan
pertangkaran secara lerus menerus sejak bulan Januan 2018 yang
disebabkan antara Penggugat dan Tergugat hdup saling benauban
Panggugat di Tembilshan sedangkan Tergugat o Tanjung Pinang,
Tergugat jarang mengunjungi Penggugat, Tergugat tidak ada keinginan
mengurus mutasi Penggugat ke Tanjung Pinang dan Tergugat selama
maenikah tidak permah memberi nafkah kepada Penggugat,
Bahwa antars Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang inl sudah
berpisah tempat tinggal selama Kurang lebih 5 bulan lamanya,
Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun
komball sebagal suami-str, akan tetapi tidak berhasi;

Menimbang, bahwa bardasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugst telah terbukti
kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marage) seda sudah
sangat sulit untuk disatukan senta tidak ada harapan akan hidup rukun lag
dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 ayat
(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1874;

Menimbang, bahwa pecahnyas rumah tangga Penggugat dengan
Torgugat dapat diihat dari fakta di mana telah teradi pertengkaran dan
perselisihan antara Pengguget dan Tergugat yang berakhit dengan pisah
tempat tinggal (Scheiding van tafel snd bed) selama 5 bulsn serta upaya
damal yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan parkara ini,
tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikas: bahwa antara Penggugat
dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan
akan hidup rukun dalam membina rumah tanggs.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat telah sampal pada  kondisi  pecah, maka dengan tidak
mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan
dan pertengkaran & quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk
dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu  untuk membentuk keluarga atau
rumah tangga yang bahagia den kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
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Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomar 1 Tahun 1674) dan atau keluarga yang
sakinah, penuh mawaddah dan rabmah (pasal 3 Kompilagi Hukum Islam),

Menimbang, bahwa maeskipun percersian adalah perbuatan yang dibenci
Allah SWT., akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut
diatas patut diduges akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) dan pada
masiahat (kebaikan), disntaranya penderntaan batin yang bekepanjangan bag!
kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripads
mengharap kebalkan, sebagaimana kaedah ushul figh yang terdapat dalam
kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal, 62 yang berbunyi |

pladl Gala Lo p dhe aulialle )
Artinya = Manolak kemudhacatan (keburukan) lebih  diutamakan daripada
maraih kemastahatan (kebaikan) ;

Menimbang, bahwa selanjutnys  juge Majelis Hakim  perty  untuk
mengetengahkan dalil syar'| yang termaktub dalam kitab Ghoyatul Marom yang
Majelis Hakim ambil sebaga pendapat Majelis dalam memutus perkarg ini
yakni

Al eialdll agle Bl L g 31 A g 0 A 5 pae 2030 )
Artinya . “DF waktu tsten selelah memuncak kebenciannya terhadap suami, o
saat itwiah Hakim diperkenankan menjatubkan talaknya suami

dengan talak setu”,

Menimbang, bahwa berdasarkan pedimbangan-pertimbangan tersebut
di stas, Maels Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercersi
dengan Tergugat telah memenuhl alasan yang cukup sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 16 huruf (f) Peraturan Pemenntah Nomor § Tahun 1975 jo. Pasa!
118 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena tu sesus ketontuan pasal 76
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedus
kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2000, maka oleh karenanya
gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan sesual ketentuan
pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum islam talak yang dijastuhkan adalah
Talok Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 dan 2
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah
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diubah untuk kedua kalinga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
Majelis Hakim mamerintabikan kepada Panitera Pengaditan Agama Tembilahan
untuk mengirimian salinan putusan inl kepada Pegawal Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama yang wiayahnys meliputi tempat tinggal Pengguget dan
Tergugat dan Kepadas Pegawal Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat
perkawinan Pengguoal dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar
yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1980 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2008, makas semus biaya perkars ini dibebankan
kepada Penggugat untuk maembayarmys,

Mempearhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang bariaku serta dalil-dall syar't yang berkatan dengan perkara
i,

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut
untuk menghadap df persidangan, tidak hadir:
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek,
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat
techadap Pengguost

4 Memenntabkan Panters Pengadilan  Agama  Tembllahan  untuk
maenginmikan salinan Putusan inl yang telah berkekustan hukum tetap
kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten
Indragin Milir dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pinang,
Kota Madya Tanjung Pinang, untuk dicatat pada daftar  yang telah
disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugint untuk membayar biays perkara
sejumiah Rp. 341,000 - (Tiga ratus smpat puluh satu fbu rupiah);
Demikion putusan inl dijstubkan berdasarkan musyawarah Majelis

Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada han Senin tanggal 23 Januan
2017 Masehl bentepatan dengan tanggal 24 Rabiul Tsani 1438 H, oleh kami
YENI KURNIATI, §.H 1. sabagai Hakim Ketus Majelis serta RIKI DERMAWAN,
SHI dan FATHUR RIZQI, SHI masing-masing sebagal Hakim Anggota,
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Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang
terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut,
dengan ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

A

ERAL

- qﬂ Ketua Majelis,

00

AN

YENI KURNIATI, S.H.I.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

~

RIKI DERMAWAN, S.H.IL FATHUR RIZQI, S.H..

Panitera Pengganti,

/4“ ’
ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran; = Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses; = Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan; = Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi, = Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai; = Rp. 6.000,-
Jumlah = Rp 241.000-
(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)
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